BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR €z TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang  : a. bahwa untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan
bermoral antikorupsi, diperlukan implementasi pendidikan
antikorupsi dari ruang kelas, sckolah, rumah, dan
lingkungan;

b. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan
antikorupsi di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan melalui insersi pada mata
pelajaran  Pendidikan Pancasila dan negaraan
(PPKn);

. bahwa berdasarkan rﬁmbungnnubmhnlu
dnlamhurul‘ndnnhum:l‘bpeﬂu enet; :
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4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4 Undang Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemenntahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5507 Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah
beberapn  kali  diubah  terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atns Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4863),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 494 1),

_ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Implementasi Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 323,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Implementasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTAS! INSERS!
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

BAB |
KRETENTUAN UMUM
Bagan Kesatu
Penigertian
Pasal |
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten M
Barat,

4. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.,

5. lmﬁmuﬁ adalah  penerapan/pelaksanaan
disusun secara terperingi.
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Bapan Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan  Bupat ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam
Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berintegritas

dan bermoral antikorupsi

BAB Il
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Implementasi  Insersi  Pendidikan Antikorupsi mgmpﬂkn.n penerapan
pendidikan antikorupsi vang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, dan tidak

menambah mata pelajaran baru.

Bagian Kedua
Langkah-Langkah
Pasal 5
Langkah Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi, sebagai berikut:

a. Inisiatif merancang, terdiri atas:
1. Menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan
dengan tindakan antikorupsi yang akan dibelajarkan;

2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang
menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar
peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan
konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sckolah, keluarga
dan masyarakat;

3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata

dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas schingga

4 Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi

. ket :

Dipindai dengan CamScanner



" antikorupst antar Gury PPKn/Guru Kelas dalam forum M
Guru Mata Pelajaran W“HIWWMW! N
bangun sinergi antara sekolah (Guri PPRn/ J" ln / :

‘ :::ﬂ dm:m orangtua/wali, antara sekolah dan lingku {:ﬁ' ]
antars gury  PPKn/Wali  Kelas/Guru Kelus dengan kel

profesional lmnnya, N
o

Bagian Ketign
Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Pelaksansan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dikoordinasikan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, . X

(2) Koordinasi sebaguimana dimaksud pada ayat (1) dmﬁﬁ
(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk ;.*-,
Bupati.
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Peluksanaan tugas pengawasan, pembinaan, evaluasi Pﬁmw
antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢, huruf d dan
hurul e dilakukan secara berjenjang,

Pasal 10

(1) Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dilaksanakan oleh

guru mata pelajaran PPKn. _ ) i
(2) Guru mata pelajaran PPKn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: ..

a. merencanakan dan merancang format cvnluqni pembelajaran m
kebutuhan berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Pokja;

b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan
semua indera peserta didik;

c. menyiapkan jejaring yang mecluaskan pt.:mbelnjmn mw di
sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

»

BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
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BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Pers

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. )
'- Ty WK I
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan --f-m_tr n
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai
Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo B
Pada tanggal '2 Desember 2019

Dipindai dengan CamScanner



